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Pada tgl. 16 Desember 2016, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah Resolusi Landmark untuk negosiasi sebuah perjanjian untuk melarang senjata nuklir, yang menyebabkan penghapusan senjata tsb. Perjanjian tersebut bertujuan untuk tidak membatasi jumlah senjata nuklir, atau untuk mencegah negara-negara baru memperolehnya, namun justru menyatakannya ilegal dan kemudian melenyapkannya.  
Perundingan awal Traktat berlangsung 27-30 Maret. Acara seputar negosiasi pun tidak menguntungkan. Amerika Serikat bersama dengan kekuatan nuklir lainnya, memboikot pertemuan tersebut. Kemudian, ketika pemerintah Suriah menggunakan gas untuk rakyatnya sendiri, AS menanggapinya secara militer. Ini kemudian menjatuhkan bom mega di Afghanistan. Tindakan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk melaksanakan Larangan itu.  

Daftar sebagian dari motivasi, prinsip, dan hasil yang diinginkan dari perjanjian semacam itu membuat sedikit keraguan mengenai keharusannya:  
• Sembilan negara nuklir bersama-sama memiliki sekitar 14.900 senjata

• 90% + berada di gudang persenjataan Amerika Serikat dan Rusia

• Lebih dari 120 negara percaya bahwa senjata yang dimaksudkan untuk menimbulkan bencana kemanusiaan, ikut berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian.

• Perwakilan asosiasi ilmiah, medis, militer, kemanusiaan, ekologi dan lingkungan, agama, LSM menuntut kesepakatan semacam itu.

• Senjata nuklir dilarang menurut hukum internasional, menempatkan mereka pada landasan hukum yang sama dengan senjata kimia dan biologi.

• Perjanjian Ban tidak bergantung pada dukungan atau partisipasi negara-negara nuklir. Tidak ada negara yang memiliki hak untuk memveto adopsi perjanjian tersebut.
Untuk info lebih lanjut silakan lihat: ICAN.org
